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Abstrak
Ers reformasi scharusnys dijadikan tonggak pembangunan hukum nasional yang berjiwa Indonesia,
wartd hukum vang dibangun dan proses penggilian, pencmuan, don pengembangan yong bersumber
dari nilai-nilai kehidupan budaye dan jiwa rakyat Indoncsia yeitu Pancasila. Pembangunan hukum
nasional berdazarkaon Pancasila tersebul berajuan uniuk mengakhin perbenturan dan pertentangan
yung terjaci akibat penerapan pluralisme di bidang hukom.
Katn kuncl, Pembangunan hukum Nasional, Pancasili, pluralsme hukum.,

A, Pendahuluan

Padn dasarnya hukum tdak dapnl dipizabkan dor kelidupan manusia, karenn peda sant
kelahiannye manusia telash bergoul dengan manusia lainmya yvang dischut dengan musyarakoat.
Sehingga oleh Cicero i katakan bahwea wly socieres b s (dimana ada masvarakat disitn ada
hukumy, Hukoum dibentuk oleh mamsi ootk menpendabikan setiiap perpmulan 1 sngarn manoswa o
sendirl, Manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup herkelompok {zoon paliticon). Dalam hidup
berketomipok tersebut manusie benmteraksi denzan manusia vang leinnye sehingga hal tersebut tdak
menutup kemungkinan uniuk fefjadi konflik atau pertentangan diamara mereka, Dengan konflik atiau
pertentangan tersebut maka okon tefjadi perang semua orang melawan semun orang {(beffum ommniun
gt cumires b yang berebul dan mempertahankan bk vang dimilikinya

Dengan adunyn konflik don pertentangon tersebul maka diperlukan pemulihan keadaan seperti
seimula (restiedio moimtegcrm) vaitu suatus keadaan yang seimbang dalam suasana vang damai, tertib
dan aman. Untuk mencipiakan kehidupan masyarakal yang harmonis dan terstur maka. diperfukan
spam hukum. Hukum tersebut mempunyai peran vang sentral dalam menciptakan dan memberikan
kewdaan  dimsna  mssvamkat merasa  ferindungl, Hokum  menswarkan  perhindunpgan  terhadap
sewenang-wenang, perlindungan terhadap anarki dan juga perlindungan terhadap tirani vang dilakukan
oleh pihak lain. ™

Perlindungan vang diberikam oleh hukum tersebul merupakan salah satu fujuan ving terdapat
di dalam sunty negars hukom, Schinggs dalum negars hukoum dijamin adanya tertib hukom dalam
masyarakal yang befarti halvwa negara memberikan perfindungan hukum padas masyarakat, antara
hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.™

Begitu juga halnya dengan Indonesia, sehagai negirs vang merdeka Indonesia seharusnyi juga
mempunyal hukum dan sistem hukumnya sendin, Namun sampal seet ion Indonesia masih belum
mempunyal hukum dan sistem hukummnya tersendiri, sehingga dalam menerapkan hukum dan sistem
hukum yang berloku, Indonesia memberlakukan pluralisme hukum don sistem hukame Hal ini terlihat
dari beherapa macam sistem hukum yang diterapkan df Tndonesia, setidaknya ada empat sistem hukom
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-

2] Mukthic Fadjar, Tipe Megari Hokum, Cot. Kedoa, Bayu Medin Publisling, Malang, MM, lklm. 7.



durnael Hiskum dan Fernditan, Volume 3; Somor 3 Nopember 2004 : 213-222

vang diberlakukan i Indonesia, yaitu sistem hukom adat, sistem hukum islam, sistem corl faw; dan
sistem coemmon fmw,

Bagi bangas Indonesia, membangen akum nasions] merupakan persoalan senus yang hamis
sepera diperbaboro. Terkanl dengan hal tersebut setidaknyva ada tiga fakior vang mempensandh,
sebagaimana vang divatakan oleh Lili Rasjids, yain

1. ndak terlampau boanyak ahl: hukwm vang menarulf perbotian terodap masalah=-masalah hukam
vang hersifat konsepiuad;
dinntata ahh-ahli vang menaruh perhation terhwdap bhal ind mesih terdapat  perbedoan
pandamgan fentang konsepsi dan ruong ingkap bukom sehagai suom sisiem;
kodua musaloh tersebut didukung pula oléh berbogai masulah yang sungat berpenparub
terhadap gerak hukum dalam menvelenggarakan fungsinya. baik yang berasal dan fakior-
fakror internal maupun dori faktor-fuktor eksternal *
Dengan ketign faktor schagaimana diungkapkan oleh Lili Rasjidi, maka tidakiah mudah bagi
bungss don negard Indonesia uniuk membeniuk hukumoya tersendivi. Alasan sulitnyva bangsa dan
negara  Indonesia  membentuk  hukumnys  sendiri diperkuat oleh permvataan dari Soctandyo
Wignyosoebroto Menurat beliaw, sulinya bangsa Indonesia untuk membentuk houkumnya sendin
dikarenakan bukan hanya karena keragaman hukum rakyat vang umumnya tak ferumus secara
cksplisit itu sajn, skan tetnpi jugn karenn sistem pengelolaan hukum vang modemn meliputi tata
organisasi, prosedur-prosedur don gsas-asas dokinml pengadaan dan penegakonnya telah terlanjut
tercipta sepenuhnyn sebaga warisan kolomul ying bdak ekan mudah di rombak stau digantikan bepitu
saja datam waktu singkat. Apalagi membangun hukom nesional dengan bermula don titik nol atau
berolak dan suaiu konfigurast baru vang masih harus diemuban terlebib dabulu jelasiab mdak
mungkin.*!

Beskipun salit anfuk membangun hokam dan sistem hukum fersendin, somun dengan
keberadaun ke empat sistem hukum tersebut, telah memberikan jalan bagi Indonesia untuk mempunyai
sislem hukummya tersendin vang digali berdasorkan kepoda nila-nila, budays vang tumbuh dalom
masyarakat Indonesia sertn berlandaskan kepada kepribadian bangsa dan negara Indonesia, Hal ini
sebapamans vang dinvatakan oleh Karl Yoo Savigny bahwa bukum itu ddek dibust, melainkan
mumbuh dan hpﬂ.;:mh:lnﬂ bersama masvarakat {dfus rechy wird gemacht, ext i=t e wird mir dem
ek ), Dl Karena du maka dalam hal pembentukan hakum dan sistem hukum & Todonesia harus J
dasarkan dan di landusi oleh nilni-nilse kehidupan don kebudayaan Indonesia vaitu Pancasila vang oleh
para founding fother telah ditetapkan sebagai fafsafah dan dasur negara Indonesia, Dengan demikion
muake tatanan hukum dan sistem hukum di Indonesia harus mengacy pada cita hukum {(rechesddes)
Panasila,“

Diari paparan diatas maka pembentukan sistem hukum nasional Indonesia sangat diperfukan.
Hal i Koreng depgan dibenfukoye sisfem hukum pestone] berdosackan Pancasila muaks akan
terciptanya hukum dan sistem hukum yang terintegrast dan menghilangkan ploralisme hukum dan
gistem hukum sehinggn menghasilkan hukum dan sistem hukam viang homonis dalom ani selasms,
serasi, seimbang dun konsisten serta tidak berbenturan dan tnidak terdapat perfentangan dinntars noma-
norma hukum vang satu dengan vang lainnyn baik secara horisontal maupun vertikal, Dengan
dermbkian maks norma hukum di defom peraturan perundang-undangsn sehagai sub sistem dolom satu

b
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kusatunn Kerangka sistom hobum nasional idak ferhalang oleh perbedaon-perbedaan, tidak saling
berientangan dan tidak terjadi duplikas) dan tumpang timdih

B. Pancasila Sebagai Landasan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara
Schagal landasan kchidupan berbangsa dan bherncgara, Pancasila mempunyvai emipat
kedudukan, yaitu: sebaeai dasar negar: sebaga falsafah negara; sdeobor negara; sena cln hukam dan
sumber dart segala sumber hukum Indonesia,
. Pancisila Sebapan Dasir Negir.

Pancasila sehigai Talsnfah dan dasar negara berakar nilai-nilai dan budsva masyarakat dan
bungsas Indonesia yung digali dan pandangan hidup bangsa vang meropakun jowe dan
kepribadian bangsa Indoncsia. Pancasila schagai dasar negara merupakan ashi atau mumi dan
Indonesin meskipun secar tdak langsane juga mendapat pengaruh don bangsa lan, Pancasilo
schagail dasar negara memperoleh pengesahan secarn normant setelab Indonesia merdeka,
vailu pada saal disahkan oleh PPEI pada tangeasl 18 Agostus 19435, Dengan disohkangya
Pancasila sebagai dasar negara, maka Pancasila mempunyai fungsi sebagai:

a.  dasar besdin aton membentuk dan tegakonva negamm Indonesia;
dasar untuk mengatur kegiatan penyelenggaraan negara;
disar partisipasi Wirgn negan:
dasar pergoulan anlar warga negarn; dian
chusar dan sumber hukum nasional

L~

2. Pancasila Sebagm Falsafoh Negara.

Pancasiln schagai falsafah negara diperoleh don sumber nilai dalam konteks perjalanan
dinamis separai kebudavaan bangsa, Pembentukan sumber nila yang tercakup Redaiam sistem
talsatnh kebangsann, berjalan dalam sejarnh yang panjang, yvang melibatkan bukan saja kaum
cendikia dan prmus interparis. melmnkan jugn masvarakat, Bag bangsa Indonesie, lsafah
Pancasila adalah bagian dan sistem filsafat timur yang memancarkan nilai keunggolannya
sehagai sistem filsafat theisme — religious. "

Oleh Darmosoegondo, Pancasila telah memenuhi syarat sehaga) falsafah negara. Syarat
bagi pemenuhan Pancasls sebagai Blsafah negar yaii;
a. dapat mempersstukan  seluruh bangsn dan mkyat Indoncsiz  yang  susunan

s yarakatinya mojemik;

b. bahwa desar falsafuh negarn fu diterrma dan disetuju oleh seluruh bangsa dan rakvat

Indenesia;
¢.  bahwn dasar falsafoh negara itu telah berakar dalum hati bangsa dan rakyat Indonesia;
d. bahwa dasar fulsafoh negare e mampes membenkon pengamban fwjuan schingen

dapat dijadikan pedoman bagi pegalanan hidup bangsa kita dikemudian hari '

Sementarn it Winarmo berpendapat bahwn Pancasila sebhagai flsafah negarn Indonesia
karena lima hal benbot, yaitu;

a. Pancasila merupakan hasil perenungan (comfemplative) secara individual maupun

kelpmpok vang dilakukan secam radikal, sistematis dan univesal dengan mendasarkan

diri kepada kenyataan'realitas vang ada pada bangsa Indonesia, Perenungan individual

ke Ol lalm. 91-92,
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dilakukan oleh Muhammad Yamin, Sockarno dan Soepomo. Scdangkan secari
kelompok ditakukan oleh panitia sembilan, anggota BFLUPK] dan PPKI:

b, momisan sila-sila Pancasila merapakan romusan abstvak disosun secarm sistenmalis
vang dipakai schagai filsafat necara, ideologt negar;

c. mumisan hakekat Ketubanan, Kemanosiaan, Persatwan, Kerakvatan dan Keadilan
Sosial merupakan konsep umversal yung dapat berloku pada setiap bangsa di duna

d. mumusan Pancasila dipergunakan bagi kepentingan manusia (kbususnys manusia
Indonesiu) din secara mendalam/radikal menempotkon din menpakm  eksistens
Tuhan Yang Maka Esa dan mwanusiag

. milar-nilan yung terkandung dalam stls-sila Pancasila hokebatnyn daput ditenima secarn
benar, baik dan universal, walaupun ada juga nilai-nilai vang bersifar spesifik/simgulir
beraku bupt bonpsn Indomesia dan tduk bertentungan dengan nilai-nilar Ketuhananan
dan kemanusiaan,™

3. Pancasila Sebagai Ideologi Negara.

Pancasila sebagan pandangan hidup bangsa dan peeara Indonesia kemodion dissstematisasikan
dan dimasyvarakatkan kembali melalui penyebarluasan besera dengan pelaksanaannya. Dengan
keadaan yang demikian maka Pancasila sebapai pandangan hidup telnh memenvhi syarst sebagai
ideolog negara. Hal ini juga diperkuat setidaknya oleh tiga syarat yang tefah dipenubi oleh Pancasila
sebupman suaiu weolog, vantu;

u, realitas, dalam arti bahwa nitai-nilai yang terkandung dolem ideologi Pancasila mencerminkan
realitas vang umbuh dan berkembang dalam masvarakal Ideologi harus memberikan ciira
bahwa dirinya adaiah kenvatann dalam masyarakat itu sendiri;

b. identifas, dalam arti babvwa kadar dealisme yang terkamdung dabinm Pascasila mumpu
menumbuhkan motivasi, gairsh, kepada para subyek pendukungnya schingga apa yang
terkandung dalom dinnya bukon sekedar utopt, tanpa makne, melomkan pada sustu saal bomor-
benar akan diwujudkan dalam kenyataan hidup:

¢, fleksibalitas, dalam arti bahwa Pancasila tetap relevan dan tetap funesional - sebapa
deseingruad dan leitsmaorii dalam kenvataan hidup. '™
Pengan pemahaman dialas dapailah dikatakan bahwa Pancasils sebagai bpe ideoling terbuka,

Hal im diksrenaksn Pancasila sebagm ideolowm digall dan ditemukan dari nilai-nilad yang hidup di
dalam masyarakot Indosesa itu sendin selimgea wdeoloe pancasila yang bersifal terbuka tersebul akan
mempunyal sifat tinggap terhadap permasalahan dan dinomika kehidopan yang teradi  dalam
kehidupan musyarakal berbangsza serla bernegar,

4, Puncasila Sebaga Cis Hekum dan Sumber din Segala Sumber Hukume
Cita hukum Pancasila dapar dipahami sebagai bangunan berfikic vang mengarahkan hukum
kepada cita=citn vang &i citn=citakan oleh masvicakal Indonesia, menuni Attmimi, Pancasila schagai
cita hukum {rechividee) akan melokukan dun fungsinya yang konstitutif dan vang regulant terhadap
sistem morma hukum Indonmesia secara konsisten dan terus menerus, Sebagei cite hukum {rechsidee)
maka Pancosila mempunyvai tiga nilal, yaitu:
&, nilad dasar, vaitu asas-asas yvang diterima sehapan dalil vang sadikil banvak mutlak, Nilai
dasar Pancasila tersebut adaloh Ketuhanan, kemnnusiann, persatusn, nilai kerakyatan dan
tilai keadilian.

17T Winamo, Pendiciban Pancasila of Perpiraian Tinggsd (Panduae Prakeis Peatbelgfarand, Yuma Postaka,
Surakarta. 20012, him. 9.

¥ Roents Wiksmo Swomibardje, Pascasifo Swen Telaah fdeolopit Dalam Perspekril 25 Tahun Merdarang,
Pusai Studi Pancasily Universitas CGajoh Mada, Yogyakarta, 1996, lilm, 9
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b. nilai instrumental. yaitu pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar. terutama berbenuk
norma hukum vang selanjuinya dikristalisas: dalam peraturan perundang-sndangan.

v, il praktis, vaitu ails yang sesungouhnya dilaksanakan dalaom Kenvataan vang bernsal
dari nilad dasar dan nila instromental. Selunega nila: prakis sesuneguhnya menpadic- bato
uji apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-bonar hidup dalam masyvaraka
Indonesin, Misalnya kepatuhan masyvarakat terbadap hukum oo pencgaken bukum, **

Ketiga nilm tersebui  kemudian  dikonkrinsasikan ke dalam  porma-norma  hukum,

Pengkonkritsasan ketiea nilo tersebul sancatlal penting karena hukom vang hendok dibanpun himus
dapal memadukan dan menyelarmskan kepentingan nasional Indonesia baik yang bertaraf nasional,
regiondl muupun global. Sehingpa denpan berpijok pada nilai-niln Pancasils sebagai bintang pemundn
untuk menguji dan memberikan arah pada hukum positif di Indonesia,™

Denzan asumsi yang demikion telabh menjadikan Pancasile sebaga sumber dari sepala sumber

hukum atan sumber tertib hukum di Indonesia, Atau dengan kata Inin baliws Pancasila sebagm norma
fundamental negara (sfaatyfumdamentadrorm) vang mesempatkon Pancosila sebagad landasan bagi
pembentukan konstitusi atan UUD Indonesia dan jugn pembentukan peraturan perundang-undangan
dibawahnya, Posisi i menghoruskan pembentukan hukum positif adalab untuk mencapal wde-ide
dalam Pancasila, sema dapat digunakan untuk menguji hukum positif, Dengan ditetapkan sebhagai
normat fundamental negama (staatfundamentalnoerm) maka pembentukan  hukum, penerapan, dan
pelaksannonnva lidak dapar dilepaskan dori nilai-piloi Pancasila. Dengan demikian Pancasila
merupakin norma tertinggl yvang kedudokunnya lehib tnggs dan Konstitusi gtag Undang-Undang
[Jasar.

. Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasilo

Sebagal negara vang merdeka sampai saat ind indonesia masih menerapkan pluralisme datam
hukum, Pluralisme terschut dapat terlihat dengan disdopsinyva empat sistem hokum, yaita hukom adat,
hukum Islam, civid faw don common e Hukum sdar diberlakokan i Indonesia karena hukorm sdat
merupakan hukum asli Indonesia karena yang lahir dari kebudavaan dan hidup ditengah-tengah
masvarakat setempat, hukum [slam diterapkan di Indonesia. sejak mesukoys apama Islam d
MNusantara, Dengan mayoritas penduduk Indonesia menganut agama lslam, maka hukum Islam atau
svarial Tshm mendomimas berhukum penduduk Tndonesia terubaom dalam bl hukum perkawinan,
hukum wans dan hukum kekelusrgsan ®

Hukum sipil (ol fewy diteraphkon & Indonesia karens masuknyn Belanda & Indonesia,
Masuknya Belands ke Indoncsin maka secars langsung maupun tidak juga membawa sistem
hukuminya ke Indonesia. Pengarah sistem hukum sipil (el lowd terlibat dibslang hukum perdata,
hukum pidona dan hukum dogang. Terutama dalam hal pengkodifikasian perundang-undangan,
Sedangkon common luw diterapkon di Indonesia melalut pegunyjan-pecjoniun atou konvensi-konvens
intarnasional yang mana Indonesia menjadi angpotanya, perjanjian antars para pengusaha, lahimya
insrifEsi=institusi keoangen baru dan pengaruh sarjann hukem vang mendapat pendidikan di negarm =
negara anglo saxon seperti Amenka Serikat dan Australia ™

Masalah pembangunam hukum sasionasl bag hangsas Indonesin sangat urgen atan mendesak
uniuk dilakukan. Karens masyaraknt sudab tidek percaya fagi pada hukum vang sda pada saal mi,
terutamn  dibidang penegakan hukum. Ketwdakpercavaan masvarakal tersebul dizebabkan karena

* Tegul Pruseyo dan Are Pumnomosidi, Lo Cit, hlm, 136,
i
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hukum di Indonesia sebagian besar merupakan peninggaian kolonial Belanda yang menganul sisiem
“eivif faw "

Eeberpdasn ke empal sistem hokam tersebat seharosava memberikan jalan bagi bangsa
Indonesia untuk membentuk hukum nasionalnva sendicl vane berdosarkan Kepada mlad-nilat vang
terkandung i datam masvarakar dan bangss Indonesia. Yaitu suam hukum yvang dibangun dan proses
penemian, pengembangan, ndeplasi, bahkan Kompromin dan berbagai sistem vang telih ada. Dengan
kaia fmin bahwa hukum indonesia setidak-tidsknya harus berswmber dari bumi indonesie sendin. Hai
i berart bubvesr hukum Indonesin barus mencermonkan jowa makysl dan jiwn bangsa [ valfkeeivi)
Tnibomesii,

Sehinges dalam pembangonon sistem hukum Indonesia haras mengeah dan memshaminya
dari nilai-nilal yang twmbuh dalam masyarakat di Indonesia Schingga hukum yang hendak dibangun
tidak bersifat statis dun beku melomkanm hukum vang beesifit dinamis diperbarui terus menerus
menurut kebutuban dan kemavan masvarakat, Dengan demikian, bisa diarbikan babws nczam
[ndomesia menganul bukum vang hidup atou e faw karens kemaoan rakyst menjadi sumbser dan
pembangunan dan  pembaruan hukwm lersebut. Hal ini sesuai dengan pandangan dori aliran
socidomica! furispradence bahwa hukum yang baik adalab hukom vang sesom dengan hukum vang
hidup di dalam masyarakat.

Pembangunon hokom di Indonesio hores dilandas oleh nilai-nilai kehidopan den kebudayvann
bangsa Indonesia vaing Pancasila vang oleh para pendiri bangsa teloh ditetapkan sehagai dasar falsufah
bungsy dan negere. Dengan demikian maks atanan hukoam di Indonesia harus mengscu kepada cits
hukum (rechevdee) Pancasila. Pembangunon hukum nasionzl yang berdasarkan kepada Pancasila
hirus diamabkan uniik menampung dan mendubung  kebuluban-kebutuban hukum sesua dengan
perkembangan dan kemajuan pembangunan vang tegadi di bidang lnin, schingpn hukum Pancasiia
mampe unfuk mencipiakan ketertiban dan kepastian hukum vang berujuan uniuk meningkatkan
persatuan dan kesatuan hangsa dan negam.

Dalwm pembentukon hukwn nasional, harus ada aomoan bag penegakan milai-nilal vang
terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang mampu mesampung kebutuhan hukum vang sesuai dengan
perkembangan mssvarekat gupa mepciptakan kepastian, keadilan don kemanfostan. Selain o juzs
yang mampu memberikan kerangka dan aturan-atwran hukum yvang efisien dan responsif terhadap
penyelengearaan kehidupan berbangss dan bemegara padi mass ki dan mass yang akan dalang,
Schingea dalam pembungunan hukum nasional hames sesuail dengun nilai-nilai yang hidup dalam
miasvarskal Indonesia yvong tenumos & datam Pancasi o

CHeh karena itu pembangunan hukum nasional harus dilendas: oleh (1) nilod deologis, yaitu
nilai yang berdasarkan pada ideologi nasional yaitu Pancosila; (2) nilad historis, yaitu nilad didasari
padda sejarah bangsa Indonesia; (3) nilai sosiologis, yaitu nilal vang sesua dengan tata nilai budava
masyarekat Indonesin: (4) nilan guridis yaitu sesun denmpun pernturan perundang-undongan vang
berlaku di Indonesia; serta (3) nila filosofiz, vaitu nily yang berintikan pada rasa keadilan dan
kebenaren masvarakat, Selain itu dalam pembeniukan hukum juga horus mencakup nilai=nilal vang
terdapat di dalam sila-sila Pancasila, vaitu;

I, Ketuhangn Yang Mahe Fsa, Artinyt baliwa dalam pembentukan bukum di Tndonesia harus,
dilandasi oleh nilai-nilal Ketnhanan atm keagamasn, Selaim v jugs, dalam  seliap
pembentukan hukum harus ada jaminan bagl kebebasan beragama dan tidak boleh ada hukum
wung mengistimewakun salah satu agama tertentu dan menganaktinkan agama yang lninmya;
Kemanusiaan vang adil dan beradab. Aninva bahwa dalam setiap pembeniukan hukum harus
adan jaminan dan penghormatan hak-hek asasi manusus;

5]

2 Op e, bl 146,
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3. Persatuan Indonesia. Ini berarti bohwa dalam pembentukan hukom barus memperhatikan
persatuan atau infegritas bangsa dan negara. Dalam pembentukan hukum tidak boleh
mengikibatkan perpecalin {disintegrasi ) dan memecah belah bangsa dan negar,;

4. Kerakyatan yang dipimpm oleh hikmat kebijaksanaan dolam permusyawartan perwakilan.

Artinya babwa dalam pembentukan hukum haruz dilandasi oleh nilai-nilai demokratis vang

melibatkan semua unsur yimg ada & negoro baik pemenntih, Legsiatif maupun mosvorakat;

Keadifan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Artinys bahwa dalam pembentukan hukum

nasional harus bertupuin wniuk memberikan kewdilon dan kesejahlerasn bag seluruh rakyot

Inddomiesiz, ™

Dengan berpatokan pada kadeh dun cin sehagaimana yang telah disebutkon distas, maks

hukum nasional Indoncsia berdasarkan Pancasila scfidaknya mempunyai karakter dan alur pikir

sehapan berikut:

. hukum nasional dibuat sesuni dengan cita-cita bangsa, yakni masyarmkat adil dan makmur
berdasar falsafah negarg

2. hukum nasional dirancang uniuk mencapai tahap terientu dari tujuan negara sebagaimana
termuiznz di dalam Pembukaan UL 1945;

3. hukum nasional hares memjamin integrasi bangsa dan negara baik feritori maupon
ideologl. mengintegrasikon prinsip demokrasi dan nomokmsi, atinyn pembangunan
hukum hares mengundang partisipasi dan menyesap aspirasi mosyvarakat melalui prosedur
dun mekanisme yang fair, tunsparan dan akuntabel; dan beronentast pade pembangunan
keadilan sosial; dun menjamin hidupnya toleransi berngama vang berkeaduban. ™

Hukum yvang dilandasi dan dipedomani serta dijiwaiPancasila bectujuan agar hukuin nagional
di Indonesia mampu memuaskan berbagai pihak, karena hukum berdasarkan Pancasilo bersifat lerbuka
WIENZ MAMPL menampung aspirasi vang tumbah dan berkembang di dunia internasional karena adanyva
pengamah globalisasi, juga harus hersifat adaptif vaitu dapat menvesuaikan din dengan kepribadian
bangsns Indonesia. Sehingea hukum Pancasila merupakan suatu hukum vang responsif.

Dalam hukum yvang responsit penckanannya adalah hukum sebagai legitimasi keingiman atan
nilai-mlai yang hidup don berkembang  dalsm  moesyvarakat, dengan bercinkan peran donunas
masyarakat dibandingkan dengan peran negara, Hokum yang responsif hanya dapat lahir jika ada
demwokrativast legistast, tmpa demokratisas (partisipas masyvarakal) dalam proses Yegistas) tidak akan
pernah melahirkan hukum yang mandiri. Hokom yang bersifat mandin imiah vang diharapkan untuk
mencipiakan hukum vang mengakomodasi nilai=nilal keadilan, Bemanfeatan dan kepastian, Dengin
demikion maka hukum  Indonesia mengandung  unsur melindungi, memajekan  kesejahterazn,
miliksanakan ketertiban, perdamman dan Keadilan bug mesyarakat, Schingga dengan memmam
istilah Sahardjo maka sistem hukwm Pancasila berfungsi sebagai pengavoman.

Fungsi pengavoman terscbui mengisvarutkon bohwa kebermdsan negarn besertn dengun
perangkat yang mendukungnva mempunysi Tugax untuk memberikan pengavoman dan perlindungan
terhadap segenap elemen bangsa Indonesin. Dalam nretinn ind babwa hukum pengeyvoman mengnndung
mikna melindung manusia secarn pasif (negatif) dengan mencegah tindokan sewenang-wenang, den
secira pkiif (positil) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusia yang memungkinkan
proses kemosyarakatan berlangsung secarn wajar sehingga secarn adil tiap manusin memperoleh
kesempatan vang luas don sama untuk mengembangkan  seluruh potensl kemanussiaannya secara
utuh.*® Hukum pengayoman dilakukan dengan usaha mewujudkan:

_I..I1

¥ Togoh Prasetye, Loc Cit, him. 85,
55 A lsmmd M Ramly, Memborgur Hivkum Nasiona! Feng Demolrariz Serfa Masporakat Vang Berbodava dan
Cerdas Hiskum, Buletin Hukury Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 6, No. 2, Agusies 2008, him. 13,

= Mochior Kusumoatmdja, Femgys dan Feogembangan Hulen Dalewm Pembarennan Nasionad, Padjaparan,
Jilid 100, Me 1, 19710,
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ketertibun dan keteraturan yang memunculkan predikiabilitas;

kedamatan yang berkentraman;

keeadilivn (efisfribandif, Sommefanif, vindikand don protekin,

kesejahteraan dan keadilan sosial;

pembinaan akhiak fulur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Eza ™'

Fungst hokum pengayoman dapat @rwojed apabila hukum mampe membenken rasa aman
kepada kehidupan seluruh rakval indonesia, ilukum diadikan oleh rokyat sebagal tempai uniuk
mengayomi din melimdungs dan ondakon-tndakan vang menmbulban kevesabhon, ketidok amanon
werty tindakan vang dipal melanggar hak-hak individu setiap orang. RBila hukum dapat melindungi dan
mengayomi seluruh mbkyat Indonesia, maka hukum akan memperoleh kewibawasn di mata dan hati
rakyat,

R e N R B

Bertolak dari permikiran diatas dibarapkan hokom Pancasily dopat menpadi kekuatan vang
memberikan kescimbangan di antara nilai-nilsi yang bertentangan di dolam masyarakat, hukum hars
miampu memberikon “titk-titik keseimbangan™ dalam upava negars melakukan pembangunan yeng
perubahannya sangat cepat. Perubahan sangoal cepat tersebut pada hakekatnys skan menyebabkan
hilangnya keseimbongan lems, baik dalam hubungan antar mdividu moopun kelompok di dalam
masyarakat,

Selain itu dihorapkan dalam sistemn hukum nasional aken terjadi harmonisasi hukum dan
menghilangkan pleralisme hukum seperti yang selama mi tenadi sehingga menjadi sistem hukum
nustonul yang harmomes, dalam et seluras, serast, seinbang dan konststen, serta tidak berbentursn don
tidak terdspat pertentangan diantarn noema hokum vang satu dengan vang lainnya, baik secors
horsonial maupin vertikal, Atau dengan kata lnin babiva tejadi keselarsan, kesesunian, keserasian,
kococokan, kescimbangan, diantara norma-norma hukom di dalam peraturan perundeng-undangan
sebagai sigferm hukum daiom safu kesatuan kerangka sistem hukum nastonal. Dengan demikian nosma-
norma hukoam di dalam pernturan perundang-umdangan sebagai subsistern dalam satu kesatpan
kerangka sistem hukum nagional, ndak terhalang oleh perbedaan-pecbedaan, ndak saling berientangan
dan tidak terjadi doplikasi atau tumpang tindih,

Dengan adanva harmomsasi hukwm maks diharapkan akan tecjadinys kepastion  hukum,
keteriban hukum, penegakan hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan  dan
kebenaran sehingga secara ilmiah dan mendalam sehinges bsa melabitkan feon keadilan berdasirkan
Pancasile vaity teor berkeadilan dan bermartabat.

Keadilan vang bermartabat adalah keadilan vang memanusiakan manusia vamg artinyis Bilwa
sustu keadilan yang memperlakukon dan memunjung tnggl milai-nila kemanusizan menurut hokilkat
o wjuan dupnyis. Sehingga keadilan bermarobatl menempalkan menessa sebaga) mahluk cipliaon
Tuhan vang mulia dan beradab sefapoeimang silo kedeg Pancastla voie Kemanesioon vamg adil dian
heradabvang mempunya otlai pengakuan terhodap harkst don martaboat manwsie dengan segala hak
dan kewajibannya serta mendapatkan perlakuan vang adil rerhadap manugia, erhadap dirl sendin,
olam &ekitar dan terhadap Tuhan,

Dengan adanya rumusan keadifan im. maka pembangunan hukum berdasarkan Pancasila pada
dasarnya bertujuan mengarahkan untuk melindungi: (1) segenap hangss Indonesia, (2) seluruh tumpah
dorah Indonesia, (3) cito-cita dan tyjwan bangsa Indonesia, (4) masyarabal Indonesia dan Individo-
individu {3) jiwa, kebebazan individuo, kehormatan, dan harta bendanya, (6) pelaksanaan pembanguman
{ huloam harus berfungs: sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang
mietryelurih).™

2 Bernard Asiel Sidhora, Refleks Tentang Strukter [ma Hukum, Cet. Kedun, OV, Mandar Maju, Bandung,
200HD, Bl 1841

F Dungi Dorrrestihargo den Shidwrta. Pokek-fokok Filsaotnt Hukum: Apa dan Bagaimann Filsafsl Hokam
Indemcsia, Cet. Ketujuh, Cramedia Pustaka Utnmin, Jakarta, 20606, hlm, 231,
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D. Penutup

Hukum scjatinya harus sesuai dengan kepentingan masyarakat yvang diatumya, hal i
schagaimana  pendongan  darl olivan hokem sejarah {disioncal parisprcience) dan pugn alivan
sociogical furispredence, Dalam alican hukum sejarah dikatakan bahwa hukom bersuwmber pada jiwa
rakyat. Sedangkan dalam aliran seclofogica! furtsprudence dikatakan balwes hubum vang baik adaiah
huikimm vang sesuui dengan hukum vang hidup {(fwerg fow) di dalom masyarakal,

Dengnn konsep i seiiap negarn harus mempunyal hukmnyasendin vang sesum dengan
kepnbadian banesa tersebul, Indonesia sebagm suniu bampsa vane merdeki seyvopanva jugze memilik
hukumnya fersendici. Yaitu suato hukum yang dibangun dari peoses penemian, pengembangin,
adapiasi, bahkan kompromi dan berbagen hukum yoang telab ads. Dengun kata lon bahws hukum
Indonesia setidak-tidaknya haros bersumber dan bumi Indonesia sendiri yang bercirikan pada watak
dun kepribadion bang=n Indonesw,

Oeh karena iy, hokum di Indonesia harus didasarkan dan dilandast olch nilai-nilar kehidupan
don kebudavaan bangsa Indonesia vaitn Pancasilo, Sehingea dalam hukum nasional Indosesia, harus
ada jaminan bagi pencgakan nilai-nilai yang terkandung dalam  sila-sifn Pancasiln. Dengan
dijabarkannya nila-nilal Pancasila Eedalam bukum nasional, dibacapkan hukom msieoal mampuo
mencapal tujean berikut, yaitu: Perrama, hukum vang dapat mengikuti perkembangan dinamika vang
terjadi dainm masyarnkat. Kediea, Hukom dapat berlaku secamn efektif di dalom maesyarakat. Ketiga,
adanyn harmonisasi antar hukum, Keempor, hubum yang tidak bertentangan dengan tujuan bangsa dan
negarn Indonesie. Sehingga hukum Pancesils mampa menjadi landesen bagi wervojudnys keadilan
yang bermartahat.
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